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RINGKASAN 

 

 

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan suatu model pendekatan 

penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung 

dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. 

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tertentu. Penyelesaian perkara pidana dengan 

berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertemukan semua pihak yang terkait 

dengan perkara pidana tesebut dan secara bersama-sama mencari pemecahan 

masalah dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku. Perdamaian dari 

kedua belah pihak sebagai persyaratan utama formil dibuktikan dengan surat 

kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana 

tertuang pada Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat kesepakatan ini kemudian juga menjadi 

dasar untuk dilakukannya penghentian proses tindak pidana melalui surat perintah 

penghentian penyelidikan/penyidikan (SP3).Permasalahan baru akan muncul 

ketika hasil kesepakatan berdasarkan keadilan restoratif ini tidak dipenuhi oleh 

pelaku pidana atau terjadi suatu pengingkaran.Pada kasus terjadinya pengingkaran 

oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan, korban ataupun yang mewakili dapat 

mengajukan gugatan praperadilan. Praperadilan dapat diajukan untuk menilai sah 

atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Gugatan praperadilan yang diajukan 

oleh korban adalah untuk meminta  penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan 

pada tahap Penyidikan dapat dilanjutkan kembali untuk menegakkan hukum dan 

memenuhi rasa keadilan.  Proses gugatan praperadilanpada pelaku pidana yang 

melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam 

penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu  membuat 

permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diregister dalam perkara 

praperadilan, penunjukan hakim dan panitera oleh Ketua Pengadilan Negeri, serta 

pemeriksaan dilakukan dan dipimpin oleh Hakim Tunggal. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci :Gugatan Praperadilan, Pengingkaran,KeadilanRestoratif 

 

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa terkait gugatan praperadilan 

pada pelaku pidana yang melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan 

berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan 

penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, teori–teori hukum dan 

pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang 

digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang 

diperoleh adalah . Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif 

diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kesepakatan pihak korban dan pelaku 

pidana yang bertujuan untuk keadilan korban dituangkan dalam surat 

perjanjian/kesepakatan sebagai penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan 

restoratif, dimana surat tersebut juga merupakan dasar untuk penghentian 

penyidikan / penyelidikan. Tidak terpenuhinya kesepakatan oleh pelaku pidana 

maka disebut sebagai pengingkaran. Upaya hukum praperadilan dapat diajukan 

apabila terjadi pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan pemenuhan 

hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. 

Praperadilan dapat diajukan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penghentian 

penyidikan. Pada pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan 

pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan 

restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, maka gugatan 

praperadilan dapat diajukan oleh korban ataupun yang mewakili kepada 

Pengadilan Negeri dengan tujuan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat 

dilanjutkan kembali. 
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ABSTRACT 

 

Keywords :Pretrial Lawsuit, Breaking Agreement, Restorative Justice 

 

The aim of the research is to examine and analyze pre-trial lawsuits against 

criminal perpetrators who violate agreements based on restorative 

justice.Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely 

a method that uses primary legal material sources in the form of statutory 

regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions 

about the problems used to test and study legal materials. The research results 

obtained are is . Settlement of criminal cases based on restorative justice is 

regulated in Perpol Number 8 of 2021. The agreement between the victim and the 

perpetrator of the crime aimed at justice for the victim is stated in a letter of 

agreement/agreement as a settlement of criminal cases based on restorative 

justice, where the letter is also the basis for terminating the 

investigation/investigation. . Failure to fulfill an agreement by a criminal is 

referred to as reneging. Pre-trial legal action can be filed if there is a violation by 

the criminal of the agreement to fulfill the victim's rights in resolving a criminal 

case based on restorative justice. A pre-trial can be filed to assess whether or not 

a termination of an investigation is valid. If the criminal perpetrator violates the 

agreement to fulfill the victim's rights in resolving a criminal case based on 

restorative justice as regulated in Perpol Number 8 of 2021, a pre-trial lawsuit 

can be filed by the victim or their representative to the District Court with the aim 

of terminating the investigation or the prosecution can be resumed. 
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